
 

 

 

 

 

BUPATI BANGKA BARAT 
 

 

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT 

NOMOR   30        TAHUN 2016 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  

NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT 

 TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA BARAT, 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

a. 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

bahwa dalam rangka mengakomodir perubahan kegiatan yang bersumber dari 

Dana Alokasi Khusus (DAK) serta perubahan dan pergeseran anggaran dalam 

program dan kegiatan SKPD yang menjadi prioritas dan mendesak dalam 

pelaksanaan APBD Tahun 2016, maka perlu dilakukan penambahan dan 

pengurangan anggaran serta pergeseran anggaran antar Satuan Kerja Perangkat 

Daerah; 

 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 

Bangka Barat Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

 

Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4033); 

 

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4268); 

 

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara                  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

 

 



 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 
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12. 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

 

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 

 

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 
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21. 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun  2005 tentang Pembinaan, Pengawasan 

dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);  

 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor  3  Seri A); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan 

 

: 
 

PERATURAN BUPATI TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 

BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 



 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 diubah 

menjadi sebagai berikut: 

 

SEMULA PERUBAHAN
BERTAMBAH / 

BERKURANG

1. Pendapatan 

a. 37.157.907.800,00Rp          38.510.722.360,00Rp         1.352.814.560,00Rp         

b. Dana Perimbangan 595.337.888.194,20Rp        695.058.543.589,97Rp       99.720.655.395,77Rp       

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 117.297.168.200,00Rp        125.446.613.000,00Rp       8.149.444.800,00Rp         

749.792.964.194,20Rp        859.015.878.949,97Rp       109.222.914.755,77Rp     

2. Belanja

a. 389.472.197.645,60Rp        409.137.428.045,60Rp       19.665.230.400,00Rp       

b. 391.622.853.098,00Rp        476.317.206.945,00Rp       84.694.353.847,00Rp       

781.095.050.743,60Rp        885.454.634.990,60Rp       104.359.584.247,00Rp     

(31.302.086.549,40)Rp         (26.438.756.040,63)Rp        4.863.330.508,77Rp         

3. Pembiayaan

a. 36.604.586.549,40Rp          31.741.256.040,63Rp         (4.863.330.508,77)Rp        

b. 5.302.500.000,00Rp            5.302.500.000,00Rp           -Rp                                

31.302.086.549,40Rp          26.438.756.040,63Rp         (4.863.330.508,77)Rp        

-Rp                                   -Rp                                  -Rp                                

Penerimaan

Pengeluaran

URAIAN

Pembiayaan Netto

SILPA Tahun Berkenaan

Surplus / (Defisit) 

Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan 

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Jumlah belanja 

 

 

Pasal 2 

 

 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pasal 1, dikarenakan penyesuaian alokasi 

Pendapatan Daerah serta penambahan dan pengurangan anggaran serta pergeseran belanja pada program 

kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan 

selanjutnya akan diakomodir dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016. 

 

 

 

Pasal 3 

 

 

Pelaksanaan perubahan pada program dan kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan 

dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah. 

 

 

 

 

 



Pasal 4 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Muntok  

pada tanggal     12   Juli 2016 

 

      SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA BARAT, 

 

 

  dto 

 

 

                  YANUAR 

                 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN  2016  NOMOR 14    SERI A                    

 

  

     Ditetapkan di  Muntok 

     pada tanggal     12      Juli  2016 

 

BUPATI BANGKA BARAT, 

 

 

  dto 

 

 

H. PARHAN ALI 

 

 

 


